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KEMENKEU. Aktuaris. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 227/PMK.01/2020
TENTANG
AKTUARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa pengaturan mengenai profesi aktuaris dan
kantor konsultan aktuaria telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris;

bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, Menteri Keuangan diberikan
kewenangan untuk melakukan pemberian izin usaha,
pembinaan, dan pengawasan perusahaan konsultan
aktuaria;

bahwa  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor
137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris perlu
disempurnakan agar pelaksanaannya lebih efektif dan
efisien, sehingga perlu diganti dengan Peraturan
Menteri Keuangan yang baru,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
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Mengingat

Menetapkan :

Aktuaris;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5618);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG AKTUARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:



10.

11.
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Aktuaris adalah seseorang yang telah memperoleh
sertifikasi FSAI (Fellow of the Society of Actuaries of
Indonesia) atau sertifikasi lain yang setara dan diakui
oleh Asosiasi.

Aktuaris Beregister adalah Aktuaris yang telah terdaftar
dalam register untuk memberikan jasa aktuaria
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Aktuaris Publik adalah seseorang yang telah memperoleh
izin dari Menteri untuk memberikan jasa aktuaria
kepada publik.

Ajun Aktuaris adalah seseorang yang telah memperoleh
sertifikasi ASAI (Associate of the Society of Actuaries of
Indonesia) atau sertifikasi lain yang setara dan diakui
oleh Asosiasi.

Ajun Aktuaris Beregister adalah Ajun Aktuaris yang telah
terdaftar dalam register untuk memberikan jasa aktuaria
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Kantor Konsultan Aktuaria yang selanjutnya disingkat
KKA, adalah badan usaha yang telah mendapat izin
usaha dari Menteri yang didirikan oleh Aktuaris Publik
untuk memberikan jasanya kepada publik.

Kantor Konsultan Aktuaria Asing yang selanjutnya
disebut KKA Asing, adalah badan usaha di luar negeri
yang telah memiliki izin dari otoritas di negara asal
untuk melakukan kegiatan usaha sekurang-kurangnya
di bidang aktuaria.

Rekan adalah Aktuaris Publik dan/atau seseorang yang
merupakan sekutu pada KKA berbentuk badan usaha
persekutuan perdata atau firma.

Pemimpin atau Pemimpin Rekan adalah Aktuaris Publik
yang bertindak sebagai pemimpin pada KKA.

Kode Etik Aktuaris yang selanjutnya disebut Kode Etik
adalah pedoman etik profesi yang disusun oleh Asosiasi.
Standar Praktik Aktuaria yang selanjutnya disingkat SPA
adalah pedoman praktik pemberian jasa aktuaria yang

disusun oleh Asosiasi.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
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(1)

Laporan Jasa Aktuaria adalah dokumen tertulis yang
memuat hasil analisis, opini dan/atau rekomendasi jasa
aktuaria yang ditandatangani oleh Aktuaris Publik,
termasuk seluruh dokumen yang dinyatakan sebagai
laporan aktuaris sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kertas Kerja adalah dokumen dalam bentuk tertulis,
elektronik, atau bentuk lainnya, yang menggambarkan
proses dan hasil kerja Aktuaris Publik.

Asosiasi adalah organisasi profesi nasional yang
menaungi Ajun Aktuaris Beregister, Aktuaris Beregister,
Aktuaris Publik, dan/atau KKA yang ditetapkan oleh
Menteri.

Pendidikan Profesional Lanjutan yang selanjutnya
disingkat PPL adalah pendidikan berkelanjutan terkait
aktuaria yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi
dan/atau Pusat Pembinaan Profesi Keuangan.

Satuan Kredit Poin yang selanjutnya disingkat SKP
adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan
besaran waktu penyelenggaraan PPL.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Sekretaris Jenderal adalah  Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan.

Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang
selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah Kepala Pusat

Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan.

Pasal 2

Ruang lingkup jasa aktuaria meliputi:

a. pembuatan pernyataan aktuaria terkait produk
asuransi, termasuk penentuan tarif premi dan
profitabilitas produk;

b. penentuan tingkat kesehatan keuangan dan
kecukupan modal perusahaan perasuransian dan

industri keuangan lain seperti dana pensiun;



(2)

(3)
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c. penentuan liabilitas berupa cadangan perusahaan
asuransi, dana pensiun, jaminan sosial, dan
perusahaan lainnya yang memandatkan penggunaan
penghitungan aktuaria;

d. perkiraan margin risiko dan perencanaan
kemungkinan pembayaran manfaat di masa depan
untuk perasuransian dan industri keuangan lainnya
seperti industri dana pensiun;

e. valuasi atas aspek aktuaria dan pemberian konsultasi
atau pendapat yang memandatkan penggunaan
penghitungan aktuaria; dan

f. jasa aktuaria lainnya atau yang diwajibkan untuk
ditandatangani oleh Aktuaris Publik berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam memberikan jasa aktuaria, Aktuaris Publik dapat

dibantu oleh Ajun Aktuaris Beregister dan Aktuaris

Beregister.

Setiap badan wusaha yang memiliki unit yang

menyelenggarakan  fungsi  jasa  aktuaria  harus

mempekerjakan paling rendah Ajun Aktuaris Beregister

atau Aktuaris Beregister.

Pasal 3

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terkait profesi

aktuaris, Menteri berwenang:

a.

menyelenggarakan registrasi Ajun Aktuaris Beregister
dan Aktuaris Beregister;

memberikan izin bagi Aktuaris Publik, pengunduran diri
Aktuaris Publik, izin KKA, penutupan KKA, perubahan
nama KKA, dan perubahan bentuk badan usaha KKA;
dan

memberikan persetujuan bagi KKA yang akan melakukan

kerja sama dengan KKA Asing.



